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NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLI N DU NGAN DAN PENGELO I-AAN

LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan pasal 185
huruf b Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Menimbang

Mengingat 1.

2.

3.

Pasal 5 ayat 12) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 245, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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MEN,IUTUSI(AN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANC} PENYELENGGARAAN
PERLINDI.INGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UI\.{UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Lingkungan I{idup adalah kesatuan ruang dengan sernuA
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termas,_rk
manusia darr perilakunya, yang mempengarutri alanr itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
mel.estarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkurrg"r,
Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum.
Perizinan Berusaha adalatr legalitas yang drberrkan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjarankan
usaha dan/atau kegiatannya.
Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan
Lingkrrngan Hidup atau pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tela.h me,dapatkan
persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah
Daerah.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian -..rg.rrridampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk
digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusarr
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta
termuat dalam Perizinan Berusaha, a.tau persetujuan
Pemerintah R"rsat atau Pemerintah Daerah.
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6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup i,ang selanjutnya disebrrt
UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan Can
pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam
bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat
pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan
Berusaha, at-au persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

7. Keputusan l(elayakan Lingkungan Hidup adalah
keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan
Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
waiib dilengkapi dengan Amdal.

8. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan LingkLrngan Hidrrp
adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan
pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah
Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-
UPL.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas
Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau
Kegiatannya di luar Usaha danlatau Kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL.

10. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang
diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintali
Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Instansi pemerintah.

11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona
Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terharJap
Lingkungan Hidup.

12. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan
pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.

13. Dampak Penlirrg a"dalah perubahan I.ingkungan Hidup
yang sangar mendasar yang diakibatkan oleh suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.
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14. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup uKL-upL.
15. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup

kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup y"rg
merupakan hasil pelingkuparr.

16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

17. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutn*ra
disebut RKL adalah upaya penanganan dampak teihadap
Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari ,..r.r.ro
Usaha dan/atau Kegiatan.

18. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang
selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan
dampak terhadap Lingkungan Hidup yang eiti.,.,butt a.,
akibat dari 

'encana Usaha dan/atau Kegiatan ya,ng
berada dalam kawasan yang sudah mernilki Amdal
kawasan.

19. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut RpL adalah upaya pemantauan
komponen Lingkungan Hidup yang terkena darnpak
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

20. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang
selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemalrtauan
komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal
kawasan.

21. Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah
lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk
melakukan uji kelayakan.

22. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tirn yang
dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hiauf
yang berkedudukan di pusat dan daerah urrtui<
melakukan uji kelayakan

23- Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalerh sistem
kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang
yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi
dan manajernen Lirrgkungan Hidup.
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24- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan p^tau barlan
usaha yang melakukan Usaha dan/atau xegiatan pa.cla.
bidang tertentu.

25. Instansi Pemerintah adalah kementerianliernbaga
pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah traerah
yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.

26. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang sela_njutnya
disingkat DELH adalah dokumen evaluasi oimpat<
Penting pada Lingkungan Hidup f-erhadap usaha
dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan
sebagai instrumen perlindungan dan pengeiolaan
Lingkungan Hidup.

27. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat DPLH adarah dokumen e'uah:asl
dampak tidak penting pada Lingkungan HirJup terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan ,vang terah berjalarr ,ntui<
digunakan sebagai instrumen perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

28- Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, clan/atau
komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku muttr Lingkungan
Hidup yang telah ditetapkan.

29. Kerusakan I ingkungan Hidup adalah perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisrk,kimia, dan/atau hayati Lingkungan Ciaup yang
melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hioup.-

30. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orangyang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak tangsun[
terhadap sifat fisik, kimia, cian/atau hayati Lingkungan
Hidup sehingga melampaui Kriteria glku Kerusakan
Lingkungan Hidup.

31. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah carA atau
proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hiclup
dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup.

32. Perlindungan dan pengeloraan Mutu Air adalah upaya
sistematis dan terpadu J/ang dilakukan untuk rn".r3"g,
Mutu Air.
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